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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.
Tindak Pidana
1. 
Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menunjuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana. Dalam pengertian ini, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinilai layak untuk dikenakan pidana demi melindungi kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan tindak pidana menjadi dasar utama bagi negara untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran norma hukum tertentu.

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana sering dipadankan dengan istilah strafbaar feit yang berasal dari hukum pidana Belanda. Istilah tersebut pada dasarnya menunjuk pada suatu fakta atau peristiwa yang dapat dipidana karena memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, tindak pidana bukan sekadar perbuatan biasa, melainkan perbuatan yang memiliki makna yuridis karena mengandung sifat melawan hukum, dilakukan oleh subjek hukum, dan telah dirumuskan secara tegas dalam ketentuan pidana.

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Definisi ini menegaskan bahwa yang menjadi titik sentral dari tindak pidana adalah adanya larangan hukum yang jelas, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada aturan yang melarang perbuatan tersebut. Dari sini tampak bahwa pengertian tindak pidana sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

Pengertian tindak pidana juga dapat dilihat dari sudut pandang hubungan antara perbuatan manusia dan rumusan delik dalam undang-undang. Suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila unsur-unsurnya sesuai dengan rumusan pasal pidana yang berlaku. Artinya, tidak semua perbuatan yang dianggap buruk secara moral dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena hukum pidana mensyaratkan adanya kepastian rumusan normatif. Dengan kata lain, ukuran utama dalam menentukan adanya tindak pidana adalah terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tindak pidana juga mengandung pengertian sebagai serangan atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi negara. Kepentingan hukum tersebut dapat berupa nyawa, tubuh, kehormatan, harta benda, kemerdekaan, keamanan negara, maupun ketertiban umum. Karena itu, pengaturan tindak pidana dalam hukum positif pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap berbagai kepentingan hukum yang dianggap penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, pengertian tindak pidana tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara material. Secara formal, tindak pidana adalah perbuatan yang telah dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang. Sementara itu, secara material, tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang benar-benar merugikan atau membahayakan masyarakat, meskipun titik tekan utamanya tetap pada larangan undang-undang. Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai teks norma, tetapi juga mengenai nilai sosial yang dilindungi oleh norma tersebut.

Adami Chazawi menegaskan bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan pelakunya diancam dengan pidana. Rumusan ini memperlihatkan bahwa tindak pidana memiliki beberapa unsur pokok, yaitu adanya perbuatan manusia, adanya larangan dalam undang-undang, adanya sifat melawan hukum, dan adanya ancaman pidana. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai tindak pidana selalu menjadi pintu masuk untuk memahami unsur-unsur delik dalam hukum pidana secara lebih rinci.

Dari sudut sistem hukum pidana, tindak pidana berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah suatu peristiwa dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana atau tidak. Tanpa adanya tindak pidana, aparat penegak hukum tidak memiliki dasar untuk melakukan penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan dasar legitimasi yuridis bagi bekerjanya keseluruhan sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tindak pidana memiliki posisi yang sangat sentral dalam struktur hukum pidana.

Pengertian tindak pidana juga berkaitan dengan pembedaan antara perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah tindakan nyata melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, sedangkan perbuatan pasif adalah tidak melakukan sesuatu yang justru diwajibkan oleh hukum. Dalam kedua bentuk tersebut, selama rumusan delik dalam undang-undang terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Karena itu, hukum pidana tidak hanya mengatur larangan untuk berbuat, tetapi juga kewajiban untuk bertindak dalam keadaan tertentu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, bersifat melawan hukum, merugikan atau membahayakan kepentingan hukum, dan terhadap pelakunya diancam dengan pidana. Pengertian ini menegaskan bahwa tindak pidana bukan hanya soal perbuatan yang salah secara sosial, tetapi terutama merupakan konstruksi yuridis yang menjadi dasar bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana secara sah dan terukur. Dari pengertian inilah kemudian pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Selain itu, Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa berlakunya asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana dapat dipahami sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan 

2. Perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan pidana 

3. Adanya larangan dan/atau perintah hukum 

4. Adanya ancaman pidana 

5. Adanya subjek hukum sebagai pelaku 

6. Dalam delik tertentu, adanya akibat yang dilarang 

7. Dalam delik tertentu, adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Moeljatno menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan
Harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 

2. Yang dilarang oleh aturan hukum
Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. 

3. Larangan itu disertai ancaman pidana
Larangan dalam hukum pidana selalu diikuti oleh ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. 

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
Pelaku harus merupakan subjek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Adami Chazawi menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Tingkah laku
Tingkah laku adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa tindakan maupun sikap tidak bertindak. 

2. Sifat melawan hukum
Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum. 

3. Kesalahan
Kesalahan menjadi unsur penting untuk menilai layak tidaknya pelaku dipidana. 

4. Akibat konstitutif
Dalam delik tertentu, harus ada akibat yang timbul sebagai syarat selesainya tindak pidana. 

5. Keadaan yang menyertai
Keadaan tertentu dapat menjadi unsur yang memperberat, memperingan, atau menentukan ada tidaknya tindak pidana. 

6. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
Pada tindak pidana tertentu, penuntutan baru dapat dilakukan apabila syarat tertentu telah dipenuhi, misalnya adanya pengaduan.

3. 
Jenis-Jenis Tindak Pidana
Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Kejahatan (misdrijven)
Kejahatan adalah perbuatan yang dipandang bertentangan dengan rasa keadilan, tata hukum, dan kepentingan hukum masyarakat, meskipun sebelum diatur dalam undang-undang perbuatan itu telah dianggap tercela. 

2. Pelanggaran (overtredingen)
Pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah dirumuskan dalam undang-undang, sehingga dipandang sebagai delik undang-undang.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Tindak pidana formil
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat tertentu. 

2. Tindak pidana materiil
Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi.

Menurut Teguh Prasetyo, berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi:

1. Tindak pidana dolus atau sengaja
Tindak pidana ini dilakukan dengan kehendak dan kesadaran pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. 

2. Tindak pidana culpa atau karena kealpaan
Tindak pidana ini terjadi bukan karena kehendak untuk menimbulkan akibat, melainkan karena kurang hati-hati, lalai, atau kurang memperhatikan kewajiban hukum.
B.   
Pertanggungjawaban Pidana
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dipidana atau tidak. Dalam hukum pidana, tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana otomatis dapat dijatuhi pidana, sebab harus terlebih dahulu dinilai ada tidaknya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi jembatan antara perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Konsep pertanggungjawaban pidana lahir dari pemikiran bahwa pemidanaan harus didasarkan pada asas keadilan, sehingga negara tidak boleh menjatuhkan pidana hanya karena suatu akibat telah terjadi. Hukum pidana modern menghendaki adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan erat dengan asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang secara layak dicela atas perbuatannya.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana sering dipahami sebagai penilaian normatif terhadap pembuat tindak pidana. Artinya, setelah terbukti adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, langkah berikutnya adalah menilai apakah pelaku dapat dicela secara hukum. Penilaian tersebut tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga yuridis, karena hakim harus melihat keadaan jiwa pelaku, bentuk kesalahannya, serta situasi yang melingkupi perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada perbuatan lahiriah, tetapi juga memperhatikan dimensi subjektif dari pelaku. Dimensi subjektif ini tampak dalam pembahasan mengenai kesengajaan, kealpaan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf. Karena itu, seseorang yang secara objektif melakukan tindak pidana belum tentu secara subjektif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya karena gangguan jiwa, paksaan, atau kekhilafan yang dibenarkan hukum.

Secara teoritis, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari perdebatan antara ajaran monistis dan dualistis dalam hukum pidana. Ajaran monistis memandang bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan, sedangkan ajaran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana Indonesia, ajaran dualistis lebih banyak digunakan karena dianggap mampu menjelaskan secara lebih sistematis bahwa setelah perbuatan pidana terbukti, masih diperlukan tahap lanjutan untuk menentukan dapat tidaknya pelaku dipidana.

Dari sudut pandang praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana sangat menentukan putusan hakim. Hakim tidak cukup hanya membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi juga harus memastikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika salah satu unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, maka meskipun unsur delik terbukti, terdakwa dapat dilepaskan dari pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai batas yuridis agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai bentuk reaksi hukum terhadap pelanggaran norma yang dilakukan oleh subjek hukum yang cakap dan bersalah. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana bukan sekadar balasan, melainkan pernyataan bahwa pelaku secara hukum patut dimintai tanggung jawab atas terganggunya kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, konsep ini mengandung dimensi moral sekaligus yuridis, sebab yang dinilai bukan hanya tindakannya, tetapi juga kualitas kesalahan pelaku.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting karena menjadi dasar dalam menentukan siapa yang layak dipidana, dalam keadaan bagaimana seseorang dibebaskan dari pidana, dan sejauh mana bentuk kesalahan memengaruhi berat ringannya pidana. Melalui konsep ini, hukum pidana berusaha menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, sehingga pemidanaan tetap berada dalam koridor due process dan prinsip kemanusiaan.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dibebankan kepada orang perorangan, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat dikenakan kepada korporasi. Perluasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berkembang mengikuti dinamika kejahatan modern. Meski demikian, esensi dasarnya tetap sama, yaitu adanya dasar yang sah untuk mencela subjek hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan, baik karena tindakan langsung maupun karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Dengan demikian, pengertian pertanggungjawaban pidana dapat dirumuskan sebagai kewajiban yuridis yang dibebankan kepada seseorang atau subjek hukum lain karena telah melakukan tindak pidana dengan kesalahan, dalam keadaan mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya. Konsep ini menegaskan bahwa pemidanaan dalam negara hukum harus didasarkan pada pembuktian yang utuh, bukan hanya terhadap perbuatan pidana, tetapi juga terhadap layak tidaknya pelaku dicela dan dijatuhi pidana menurut hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu pada dasarnya harus diletakkan dalam kerangka adanya kesalahan pada diri pelaku. Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mempermasalahkan adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga menuntut adanya dasar untuk mencela orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, seorang kurir narkotika tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pembawa barang, melainkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui, menghendaki, dan tetap melakukan penguasaan terhadap sabu tersebut. Dalam konteks ini, penguasaan sabu oleh kurir menjadi relevan secara pidana apabila disertai sikap batin yang menunjukkan adanya kesalahan.

Sejalan dengan itu, Moeljatno menegaskan bahwa perlu dibedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban pidana merujuk pada dapat atau tidaknya pelaku dipidana atas perbuatannya. Dalam perkara kurir narkotika, pembedaan ini penting karena pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa terdakwa membawa atau menguasai sabu, tetapi juga harus membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila kurir terbukti sadar bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika jenis sabu, maka unsur pertanggungjawaban pidana pada dirinya menjadi terpenuhi.

Menurut Chairul Huda, inti dari pertanggungjawaban pidana terletak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Dalam kaitannya dengan kurir narkotika, hal ini berarti bahwa hakim harus menilai ada atau tidaknya hubungan antara perbuatan menguasai sabu dengan keadaan batin pelaku. Apabila kurir tersebut mengetahui bahwa barang yang berada dalam penguasaannya adalah sabu, lalu dengan sengaja membawa, menyimpan, atau menyerahkannya kepada pihak lain, maka perbuatannya tidak hanya memenuhi unsur delik, tetapi juga memenuhi unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, P.A.F. Lamintang menerangkan bahwa kesalahan dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan maupun kealpaan, meskipun dalam tindak pidana narkotika bentuk yang dominan adalah kesengajaan. Dalam kasus kurir narkotika, unsur kesengajaan tampak ketika pelaku secara sadar menerima, membawa, atau menyerahkan sabu dalam rangka peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, alasan bahwa pelaku “hanya disuruh” atau “sekadar mengantar” pada dasarnya tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, sebab selama ia mengetahui sifat terlarang dari barang yang dibawanya, maka ia tetap memiliki kualitas sebagai pelaku yang bersalah menurut hukum pidana.

Sementara itu, Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan adanya mens rea atau sikap batin bersalah pada diri pelaku. Dalam tindak pidana penguasaan sabu, mens rea tersebut tercermin dari adanya pengetahuan dan kehendak untuk menguasai, membawa, atau menyerahkan narkotika. Oleh sebab itu, seorang kurir narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dari alat bukti yang diajukan di persidangan terbukti bahwa ia memiliki penguasaan nyata atas sabu tersebut dan memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dalam perspektif ini, status sebagai kurir bukanlah alasan pemaaf, melainkan justru dapat menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam mata rantai tindak pidana narkotika.

Dalam perkara kurir narkotika, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” pada dasarnya bersifat alternatif; artinya, pembuktian salah satu unsur yang didukung alat bukti yang sah sudah dapat menjadi dasar pemidanaan berdasarkan Pasal 112 ayat (1), sepanjang unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur kesalahan juga terbukti. Oleh sebab itu, dalam perkara penguasaan sabu, jaksa dan hakim biasanya menilai bentuk relasi terdakwa dengan barang bukti: apakah ia memiliki dalam arti menguasai untuk dirinya, menyimpan dalam kontrolnya, menguasai secara faktual, atau menyediakan untuk diserahkan kepada pihak lain. Bagi kurir, relasi faktual terhadap sabu itulah yang paling sering menjadi pintu masuk pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Chairul Huda menyatakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
Pertanggungjawaban pidana hanya mungkin dibahas apabila sebelumnya ada tindak pidana yang dilakukan. 

2. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pembuat
Pelaku harus berada dalam keadaan psikis yang normal dan mampu memahami makna perbuatannya. 

3. Adanya hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya
Hubungan batin ini tampak dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. 

4. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana
Apabila terdapat alasan pemaaf, maka pembuat tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya terbukti.

Agus Rusianto menyatakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Adanya perbuatan pidana 

2. Adanya kesalahan 

3. Adanya kemampuan bertanggung jawab 

4. Tidak adanya alasan penghapus pidana 

Sudarto menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan 

2. Pelaku mampu bertanggung jawab 

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya bertumpu pada unsur-unsur berikut:

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum 

2. Pembuat mampu bertanggung jawab 

3. Adanya kesengajaan atau kealpaan 

4. Tidak adanya alasan penghapus pidana

3. Bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana
Adami Chazawi menyatakan bahwa bentuk penyertaan dalam tindak pidana meliputi:

1. Pleger (yang melakukan)
Pleger adalah orang yang secara langsung melakukan sendiri tindak pidana dan memenuhi seluruh unsur delik. 

2. Doen pleger (yang menyuruh melakukan)
Doen pleger adalah orang yang melakukan tindak pidana melalui orang lain sebagai alat, sementara orang yang dipakai sebagai alat itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Medepleger (yang turut serta melakukan)
Medepleger adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain melakukan tindak pidana secara sadar dan bekerja sama dalam pelaksanaannya. 
4. Uitlokker (yang menganjurkan atau menggerakkan)
Uitlokker adalah orang yang membujuk atau menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana dengan cara-cara tertentu yang diakui oleh undang-undang. 

5. Medeplichtige (pembantu)
Medeplichtige adalah orang yang membantu terlaksananya tindak pidana, baik dengan bantuan pada saat tindak pidana dilakukan maupun dengan menyediakan sarana, kesempatan, atau keterangan sebelumnya.
C. 
Tindak Pidana Narkotika
1. Pengertian Narkotika
Menurut Gatot Supramono, narkotika dipahami sebagai zat atau obat yang pada dasarnya bermanfaat dalam dunia pengobatan, tetapi apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikis. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa istilah narkotika dalam hukum bukan hanya menunjuk pada bendanya, melainkan juga pada risiko penyalahgunaan dan akibat hukumnya.
 

Menurut Hari Sasangka, narkotika merupakan bagian dari pembahasan hukum pidana yang erat kaitannya dengan penyalahgunaan zat, ketergantungan, serta pengaturan sanksi terhadap peredaran dan penggunaannya. Dengan demikian, narkotika tidak hanya dipandang dari aspek medis, tetapi juga dari aspek yuridis karena berkaitan dengan larangan, ancaman pidana, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaannya.
 
Menurut Mardani, narkotika adalah zat atau obat yang penggunaannya berada dalam pengawasan ketat karena meskipun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaannya berpotensi menimbulkan ketergantungan serta kerusakan fisik dan mental. Karena itu, narkotika dipahami bukan hanya sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga sebagai persoalan hukum dan sosial yang memerlukan pengaturan pidana secara tegas.

Menurut Siswanto Sunarso, narkotika merupakan objek pengaturan hukum yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap, sekaligus berkaitan dengan politik hukum negara dalam menetapkan batas penggunaan yang sah untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, narkotika dipandang sebagai zat yang legal dalam batas tertentu, tetapi menjadi ilegal apabila digunakan tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa narkotika adalah zat atau obat yang secara hukum diakui memiliki manfaat tertentu di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mempunyai potensi sangat besar menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Oleh sebab itu, hukum Indonesia menempatkan narkotika sebagai objek pengaturan yang ketat, yaitu untuk menjamin penggunaannya tetap terbatas pada tujuan yang sah dan mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap yang merusak masyarakat.
2. Jenis dan Golongan Narkotika
Menurut Aziz Syamsuddin, narkotika dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut: 

1. Narkotika Golongan I
Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya antara lain heroin, kokain, daun koka, opium, ganja, jicing, katinon, dan MDMA/ekstasi. 

2. Narkotika Golongan II
Narkotika golongan ini berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, serta dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya antara lain morfin, petidin, fentanil, dan metadon. 

3. Narkotika Golongan III
Narkotika golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya antara lain kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, dan propiram. 

Menurut F. Agsya, berdasarkan jenisnya, narkotika dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
 

1. Opioid (Opiat)
Opioid atau opiat berasal dari kata opium dan mencakup preparat atau derivat dari opium, termasuk narkotika sintetis yang kerjanya menyerupai opiat. 

2. Morfin
Morfin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan merupakan alkaloid utama dari opium. 

3. Heroin
Heroin adalah jenis opiat yang kekuatannya lebih tinggi daripada morfin dan termasuk yang paling sering disalahgunakan. 

4. Kokain
Kokain merupakan zat adiktif berbahaya yang berasal dari tanaman Erythroxylon coca. 

5. Kanabis (Ganja)
Kanabis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman Cannabis sativa dan sering dibahas sebagai salah satu jenis narkotika yang banyak disalahgunakan.
3.
Penguasaan Narkotika sebagai Tindak Pidana
Penguasaan narkotika sebagai tindak pidana merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang secara tegas dalam hukum positif Indonesia. Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa narkotika adalah zat yang penggunaannya hanya dibenarkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam batas-batas tertentu yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, ketika seseorang tanpa hak atau melawan hukum menempatkan narkotika dalam kekuasaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan narkotika dirumuskan melalui frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Rumusan ini dapat dilihat, misalnya, dalam Pasal 111 ayat (1) untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 112 ayat (1) untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 117 ayat (1) untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 122 ayat (1) untuk Narkotika Golongan III. Penggunaan frasa tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya menindak peredaran atau perdagangan narkotika, tetapi juga menindak perbuatan penguasaan fisik atau kontrol atas narkotika yang dilakukan tanpa hak.

Istilah penguasaan dalam konteks ini tidak harus selalu diartikan sebagai kepemilikan dalam arti hukum perdata. Penguasaan lebih menekankan pada adanya hubungan nyata antara pelaku dan benda terlarang tersebut, yaitu bahwa narkotika berada dalam jangkauan, kendali, atau kekuasaan faktual pelaku. Karena itu, seseorang dapat dianggap menguasai narkotika meskipun barang tersebut bukan miliknya secara formal, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui keberadaan narkotika itu dan mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan, memindahkan, menyimpan, atau mempergunakannya.

Dari sudut pembuktian, unsur penguasaan narkotika biasanya dikaitkan dengan ditemukannya barang bukti pada badan pelaku, di rumah, di kendaraan, atau di tempat tertentu yang secara nyata berada dalam kontrol pelaku. Dalam praktik peradilan, unsur ini tidak hanya dilihat dari lokasi ditemukannya narkotika, tetapi juga dari fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya hubungan penguasaan, seperti pengakuan terdakwa, keterangan saksi, hasil penangkapan, maupun barang bukti penunjang lainnya. Karena itu, pembuktian unsur penguasaan bersifat konkret dan sangat bergantung pada fakta persidangan.

Secara normatif, rumusan tindak pidana penguasaan narkotika mengandung unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. Unsur ini penting karena tidak semua penguasaan narkotika otomatis merupakan tindak pidana. Dalam keadaan tertentu, pihak-pihak tertentu seperti tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga penelitian, atau pihak lain yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang dapat menguasai narkotika secara sah. Dengan demikian, sifat pidana dari penguasaan narkotika baru muncul apabila perbuatan itu dilakukan tanpa dasar hak, izin, atau kewenangan yang dibenarkan oleh hukum.

Selain itu, penguasaan narkotika sebagai tindak pidana juga harus dipahami dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika, yaitu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Negara memandang bahwa penguasaan tanpa hak merupakan tahap yang sangat dekat dengan penyalahgunaan, distribusi, atau transaksi gelap, sehingga perbuatan tersebut layak dikriminalisasi. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap penguasaan narkotika berfungsi sebagai upaya preventif sekaligus represif untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika sejak tahap awal pengendalian barang tersebut.

Menurut Gatot Supramono, tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk perbuatannya, dan salah satu kelompok yang secara tegas disebut adalah kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. Pandangan ini penting karena menunjukkan bahwa penguasaan narkotika tidak diposisikan sekadar sebagai keadaan faktual, tetapi sebagai kategori tindak pidana tersendiri dalam rezim hukum narkotika. Dengan kata lain, ketika seseorang tanpa hak menempatkan narkotika dalam kekuasaannya, perbuatan tersebut telah masuk ke dalam lingkup tindak pidana narkotika yang dapat dikenai sanksi pidana.

Menurut Hari Sasangka, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya, salah satunya adalah kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. Penegasan ini memperlihatkan bahwa penguasaan narkotika ditempatkan sejajar dengan bentuk-bentuk tindak pidana narkotika lain, seperti produksi, jual beli, pengangkutan, dan penyalahgunaan. Oleh sebab itu, penguasaan narkotika tanpa hak tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan sebagai peredaran atau transaksi; cukup dengan terbuktinya adanya penguasaan yang melawan hukum, perbuatan tersebut sudah dapat dipandang sebagai tindak pidana.

Menurut Moh. Taufik Makaro, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang mencakup berbagai bentuk perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, termasuk perbuatan yang menempatkan narkotika dalam kontrol atau kekuasaan pelaku. Dalam kerangka ini, penguasaan narkotika merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang karena berkaitan langsung dengan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana narkotika tidak hanya menjerat pelaku peredaran, tetapi juga orang yang secara nyata menguasai narkotika tanpa hak yang sah.

� Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 79.


� P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 179.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.


� Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 80.


� Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 40.


� P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 181.


� Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers, 2014), hlm. 72.


� Moeljatno, Op. Cit., hlm. 56.


� Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 75.


� Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Moeljatno, Op., Cti, hlm. 54


� Adami Chazawi, Op., Cit, hlm. 78–79.


� Teguh Prasetyo, Op., Cit, hlm. 90.


� Agus Rusianto, Op., Cit, hlm. 127.


� Chairul Huda, Op. Cit, hlm. 15.


� Agus Rusianto, Op., Cit, hlm. 129


� Chairul Huda, Op. Cit., hlm. 62.


� Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 155.


� Agus Rusianto, Op. Cit., hlm. 131.


� Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 85.


� Chairul Huda, Op. Cit., hlm. 129.


� Agus Rusianto, Op. Cit., hlm. 207.


� Sudarto, Op., Cit, hlm. 85.


� Moeljatno, Op., Cit, hlm. 153.


� Chairul Huda, Op., Cit, hlm. 68.


� P.A.F. Lamintang, Op., Cit, hlm. 193.


� Eddy O.S. Hiariej, Op., Cit, hlm. 121.


� Ibid


� Chairul Huda, Op., Cit, hlm. 62.


� Agus Rusianto, Op., Cit, hlm. 127.


� Mahrus Ali, Op., Cit, hlm. 155.


� Mahrus Ali, Op. Cit., hlm. 156–157.


� Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 3.


� Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.


� Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.


� Siswanto Sunarso, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 3.


� Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 907.


� F. Agsya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hlm. 26.


� Pasal 4 huruf a dan huruf d, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), dan Pasal 122 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Pasal 7 dan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Pasal 4, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 154.


� Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 127–128.


� Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49.





37

